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MOTTO 

ٓبَايَبااٱلَلُّاٚكَُهِّفُاالَا ۡٛ عَهَ َٔ عۡعَٓبَۚانَٓبَايَباكَغَجذَۡا ُٔ اا٦٨٢اٱكۡزغََجذَۡ اَفَۡغًباإلَِا

Artinya: “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 

ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 

(Qs. al-Baqaroh ayat: 286) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 

Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ب

 ta‟ T Te ث

 sa‟ Ṡ es (dengan titik diatas) د

 Jim J Je ج

 H Ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z Ze ر

 ra‟ R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ta‟ Ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 za‟ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ koma terbalik diatas„ ع

 Ghain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Oi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L „el ل

 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

 Waw W W و

 ha‟ H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 Ditulis muta‟addidah يزعذدِّ

 Ditulis „iddah عذِّ

 

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hikmah حكًخ

 Ditulis Jizyah جضٚخ

 

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, 

shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

أٜنٛبءكشايخا  Ditulis karomah al-auliya 

 

c. Bila ta’ marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t 

 Ditulis zakat al-fitr صكبحانفطش

 

 

IV. Vokal Pendek 
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 Fathah Ditulis A 

 Kasrah Ditulis I 

 Dammah Ditulis U 

 

V. Vokal Panjang 

Fathah + alif 

 جبْهٛخ

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyah 

Fathah + ya‟mati 

 رُغٗ

ditulis 

ditulis 

Ā 

Tansā 

Kasrah + ya‟mati 

 كشٚى

ditulis 

ditulis 

Ī 

karīm 

Dammah + wawu mati 

 فشٔض

ditulis 

ditulis 

Ū 

furūd 

 

VI. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟mati 

 ثُٛكى

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

Fathah + wawu mati 

 لٕل

ditulis 

ditulis 

Au 

qaul 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

aposrof 

 Ditulis a‟antum أأَزى

 Ditulis u‟iddat أعذد

 Ditulis la‟in syakartum نئٍاشكشرى

 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  
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 Ditulis al-Qur‟an انمشأٌ

 Ditulis al-Qiyas انمٛبط

 

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya 

 ‟Ditulis As-Samā انغًبء

 Ditulis Asy-Syams انشًظ

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 Ditulis Zawi al-furūd رٖٔاانفشٔض

 Ditulis Ahl as-Sunnah اْماانغُخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang dalam skripsi ini ialah mengenai sistem pengupahan buruh 

emping yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang 

dimana dalam praktiknya masih tidak ada kesepakatan terkait berapa upah yang 
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akan diberikan oleh pengusaha di awal akad atau tidak menetapkan atau 

menyebutkan upah berapa yang akan diberikan perkilonya melinjo yang telah 

menjadi emping ketika buruh mengambil melinjo. Upah akan diberikan setelah 

melinjo menjadi emping kering yang sudah siap untuk digoreng dan dikonsumsi. 

Tidak jarang juga adanya perbedaan antara upah seorang yang satu dengan orang 

yang lain berbeda meskipun dari bahan baku melinjo yang sama beratnya dan 

emping kering yang sama juga beratnya. Oleh sebab itu, peneliti merasa penting 

dan tertarik dari fakta realistis yang ada di Desa Candirejo yang mana terdapat 

pengusaha emping melinjo dan banyaknya masyarakat setempat yang bergantung 

kepada pengusaha tersebut dengan menjadi buruh. Akan tetapi, pengusaha dalam 

memberikan upah kepada buruh belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak 

menyebutkan atau menetapkan upahnya di awal yang akan diberikan pada buruh 

emping tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi 

rumusan masalah yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem 

pengupahan buruh emping melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang 

Kabupaten Batang. 

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, jenis ini termasuk penelitian kualitatif 

karena data bersifat field research yang secara langsung berinteraksi dengan objek 

dan sumber data, Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, 

penulis menggunakan deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai 

sistem pengupahan buruh emping melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang 

Kabupaten Batang 

Penelitian ini menyimpulkan, terkait tinjauan hukum Islam terhadap 

sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh buruh 

dengan pengusaha emping yaitu dengan manggunakan sistem setor, sistem upah 

yang digunakan antara buruh dengan pengusaha emping yaitu menggunakan 

sistem upah potongan dan upah tersebut dapat dikategorikan dalam upah khusus. 

Jika dilihat dari rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika dilihat dari syaratnya, ada 

syarat yang belum sesuai dengan upah (ujroh) dalam hukum Islam khususnya 

dalam masalah perjanjian kerja ijārah dan mengakibatkan batalnya akad tersebut. 

Karena praktik upah buruh emping  ini merupakan salah satu cara untuk 

menunjang kebutuhan hidup. Selain itu juga, pelaksanaan upah dalam praktik 

upah buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan kebiasaan 

bisa dijadikan dasar penetapan suatu hukum. Maka praktik pengupahan buruh 

emping dengan sistem setor hukumnya mubah atau boleh. 

 

Kata kunci: Upah, Buruh, Emping melinjo. 

 

KATA PENGANTAR 
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meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Sholawat dan salam semoga 
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menemani raga ini menyelesaikan sebuah karya ilmiah, akhirnya penulis 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Candirejo merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang. Ia merupakan salah satu desa yang mayoritas 

penduduknya berkerja sebagai buruh pembuat emping. Profesi buruh 

pembuat emping sudah dilakukan masyarakat tersebut puluhan tahun dan 

menjadi pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan upah/bayaran dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, biaya sekolah, dan lainya.
1
 Masyarakat 

Candirejo yang pada umumnya bekerja di sawah sebagai buruh tani, 

kemudian mencari alternatif penghasilan lain sebagai buruh emping 

melinjo. Para buruh berharap, dengan bekerja sebagai buruh emping dapat 

menambah penghasilan keluarga, sehingga berbagai macam kebutuhan 

dapat terpenuhi. 

Penduduk setempat juga melakukan aktivitas-aktivitas bertani 

sebagaimana aktivitas bertani pada umumnya. Mereka bertani dengan cara 

berburuh terhadap petani lain. Hal ini dikarenakan minimnya lahan yang 

dimiliki masyarakat setempat untuk bercocok tanam. Dengan berburuh 

terhadap petani lain sudah barang tentu pekerjaan mereka tidak tetap 

(berpindah dari petani satu ke petani lainya) juga upah yang diperoleh 

sangatlah kecil tak jarang juga harus menunggu panen baru buruh tani 

mendapatkan upah. Ketika pekerjaan berburuh di sawah selesai maka tak 

                                                             
1 Wawancara dengan Bapak Musyafak (Kepala Desa) 12.01.2018  
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jarang buruh tani menganggur maka untuk mengatasi kebutuhan yang 

terus menerus biasanya para laki-laki desa akan pergi merantau ke luar 

kota untuk menjadi buruh bangunan. Kurangnya minat pemuda-pemudi 

untuk bertani disebabkan oleh anggapan mereka bahwa bertani merupakan 

pekerjaan yang selalu berurusan dengan kotor, panas, desa, dan sesuatu 

yang tidak menarik, sehingga apabila mereka tetap bertani akan 

ketinggalan jaman. 

Berkerja menjadi buruh emping merupakan pekerjaan yang sudah 

dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Desa Candirejo. Secara turun-

temurun mereka mengolah melinjo menjadi emping. Mereka tidak hanya 

membuat emping setiap saat, tetapi masih seperti pada umumnya dengan 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak, apabila di 

sawah ada pekerjaan maka mereka akan meningalkannya terlebih dahulu, 

dan mengerjakan pekerjaan yang ada di sawah. Oleh sebab itu, mereka 

merasa terbantu karena melinjo yang akan dijadikan emping diantarkan ke 

dukuh masing-masing buruh oleh pengusaha emping melinjo, sehingga 

buruh emping melinjo tidak perlu datang langsung ke tempat pemilik 

usaha emping melinjo untuk mengambil melinjo yang akan dikerjakan, 

dengan demikian dapat sedikit menghemat tenaga dan uang transpot, pada 

saat buruh mengambil melinjo, masyarakat setempat memanfaatkannya 

juga untuk menyetorkan hasil garapannya yaitu emping yang telah kering.
2
  

                                                             
2 Wawancara dengan Ibu Surip  (buruh) 26.03.2018 
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Pengusaha mempercayakan melinjo sepenuhnya kepada para 

buruh, walaupun pengusaha tidak melihat secara langsung proses 

pembuatan dan kondisi emping melinjo itu sendiri. Adanya mitos bahwa 

ketika buruh menyimpan melinjo dirumahnya maka akan diawasi oleh 

setan yang dimiliki pengusaha dan apabila buruh beserta keluarganya 

mengkonsumsi atau menjual emping tersebut maka akan dijadikan tumbal 

oleh pengusaha, sehingga buruh beserta keluarganya tidak berani untuk 

berbuat tidak jujur.
3
 Mitos inilah yang secara turun-temurun diwariskan 

oleh orang tua kepada anak-anak mereka agar tidak mengganggu ketika 

sedang bekerja, dan tidak berani mencuri maupun mengkonsumsinya. 

Kebutuhan hidup yang semakin maju dan moderen mendesak 

masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Bawang untuk terus bekerja agar  

mendapatkan upah (penghasilan) guna memenuhi semua kebutuhan hidup. 

Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri, maupun bekerja pada orang lain. 

Pekerjaan yang diusahakan sendiri  maksudnya adalah bekerja atas usaha 

modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain 

maksudnya bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan 

mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang 

memberikan pekerjaan tersebut.
4
 

Pada prinsipnya masyarakat Desa Candirejo ingin hidup layak, hal 

ini ditandai dengan semangat mereka dalam bekerja. Setiap orang yang 

bekerja tentunya akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan 

                                                             
3
 Wawancaran dengan Bapak Mawardi  (tokoh masyarakat) 26.10.2017 

4
 Zainal Asikin, Dasar- Dasar Hukum Perburuan, ( Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada,  

2006) h.1. 
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tidak ingin dirugikan. Dalam pandangan Islam memang tidak ada 

kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya 

memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang 

dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari syari‟at 

Islam. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang 

dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Melihat adanya sistem pengupahan buruh emping di Desa 

Candirejo yang dalam pelaksanaannya tidak ada ketetapan berapa upah 

yang akan diberikan oleh pengusaha kepada buruh di awal akad atau tidak 

menyebutkan berapa upah perkilonya emping ketika buruh mengambil 

melinjo untuk dikerjakan. Ketidakjelasan inilah yang sering menimbulkan 

kekecewaan bagi buruh karena upah yang akan dibayarkan ketika melinjo 

telah menjadi emping tidak menentu. Seharusnya, upah disepakati di awal 

ketika buruh mengambil melinjo untuk dijadikan emping. Biasanya 

pemberian upah pada saat penyetoran terdahulu (terakhir) saja yang 

menjadi patokan buruh untuk upah selanjutnya, dan tidak jarang 

pemberian upah setiap penyetoran selalu berubah-ubah dan tidak pasti. Hal 

inilah yang kemudian mengakibatkan kekecewaan bagi buruh karena upah 

yang di terima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa sistem 

pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang belum 

sesuai dengan pengupahan (ujroh) dalam hukum Islam. Hal ini di 
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karenakan, tidak terpenuhinya syarat-syarat ujroh dalam hukum Islam. 

Syarat-syarat ujroh yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang 

pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya 

yaitu, upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukuranya 

karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi 

ujroh. 

Sebagaimana hadits riwayat Abd ar-Razzaq dari Abū Hurairah dan 

Abū Sa‟id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 

وُ أجَْرَهُ  ًْ ٍْرًا فهٍَْعُْهِ ٍِ اسْخأَجَْرَ أجَِ  يَ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 

upahnya”.
5
 

 

Dari keterangan hadits di atas dapat ditegaskan bahwa seseorang 

majikan yang  meminta buruh untuk melakukan suatu pekerjaan, harus 

diberitahukan berapa upah yang akan diberikan. Oleh sebab itu, penulis 

merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait adanya sistem 

pengupahan yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

lebih lanjut meneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang”. 

 

 

                                                             
5
 Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.50. 
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A. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap  sistem Pengupahan 

Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang 

Kabupaten Batang? 

B. Tujuan dan manfaat penelitian  

1. Tujuan dari penelitian ini adalah : . 

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

2. Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah khususnya di 

Desa Candirejo Kecamatan Bawang tentang praktik pengupahan 

buruh emping melinjo yang sesuai dengan syariat Islam. 

b. Bagi penulis, menambah wawasan terhadap pengusaha emping 

dalam menetapkan upah pada buruh emping agar sesuai dengan 

syariat Islam. 

c. Bagi UIN Walisongo: Untuk menambah koleksi hasil-hasil 

penelitian dan referensi khususnya yang menyangkut praktik 

pengupahan dalam Islam kepada pekerja buruh emping. 
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C. Tinjauan pustaka 

Sebagai penunjang dalam mengkaji dan menganalisa bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan  buruh emping melinjo 

di Desa Candirejo, maka penulis mengambil dan menelaah dari buku-buku 

atau karya ilmiah yang membahas tentang sistem pengupahan pada buruh 

atau pekerja diantaranya yaitu: 

Skripsi saudari Afifah Nurul Jannah “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah”. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang 

terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung 

Jawa Tengah sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Namun, pihak 

Masjid Agung Jawa Tengah masih tetap memperhatikan hak-hak 

karyawan yang mesti mereka peroleh, yaitu meliputi: upah pokok, upah 

lembur, dan uang insentif sesuai dengan pekerjaan masing-masing 

karyawan, serta dana sosial sebagai wujud kepedulian masjid terhadap 

para karyawannya. Meskipun pada dasarnya masjid termasuk lembaga non 

profit, yang mana kebijakan pengupahan yang diatur dalam Undang-

Undang tidak berlaku baginya, Namun sekarang ini, hal karyawan akan 

disesuaikan dengan Peraturan Pengupahan yang berlaku.
6
  

Skripsi saudari Rahmi Arsih ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari Kecamatan 

Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut 

                                                             
6
 Skripsi Afifah Nurul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah 

Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah, IAIN Walisongo 2009. 
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menjelaskan bahwa hubungan kerja yang terjalin antara pengelola 

kelompok dengan pengrajin batik di desa wukirsari di lakukan secara lisan 

dan berdasarkan kebiasaan/adat yang mana upah pengrajin tidak 

ditentukan di awal kesepakatan kerja. akad kerjasama ini di dasarkan pada 

asas tolong menolong antara kedua belah pihak.
7
 

Skripsi saudara Muhamad Saeful Razaq ”Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal” permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu 

adanya suatu pekerjaan yang dilakukan seorang buruh perlu mendapatkan 

sebuah timbal balik dari seorang yang menyewanya. Seorang petani yang 

menyewa jasa buruh tani perlu membayarkan upah untuk buruh ketika 

pekerjaan telah usai dikerjakan. Praktik pengupahan buruh kerja pada 

sistem royongan di Desa Kliris Kecamatan Boja kabupaten Kendal 

merupakan bentuk akad ijarah antara petani dengan pekerja royongan. 

Pengupahan pada sistem royongan ini dilakukan satu tahun sekali. Adapun 

prakteknya bermula ketika petani menyewa jasa pekerja royongan 

mencangkul di lahannya, namun ketika pekerjaan tersebut telah selesai 

dikerjakan buruh, petani menunda pembayarannya dan akan dibayarkan di 

akhir tahun, padahal dalam satu tahun petani menggunakan jasa buruh 

selama tiga sampai empat kali lebih dalam satu tahun. Namun yang terjadi 

                                                             
7
 Skripsi Rahmi Arsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh 

Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Babupaten Bantul Yogyakarta UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta,2015.  
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di desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal pengupahan tersebut 

tertunda.
8
 

Selanjutnya skripsi saudari Lu‟Lu Ul Izzah dari fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang 

berjudul “Analisis Praktik Pengupahan dari Sudut Pandang Hukum 

Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Industri Tenun ATBM Mekar Jani di 

Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa Praktik pemberian upah kepada pekerja di 

industri tenun ATBM Mekar Jani dapat dikategorikan dalam ijārah 

khusus, karena bekerja pada pengusaha tertentu dan hanya diikat oleh upah 

yang didasarkan atas hasil kerjanya, karena upah yang diberikan pemilik 

industri kepada pekerjanya berdasarkan pada berapa banyak mereka 

menghasilkan barang produksi. Dalam pembagian upahnya terjadi 

keterlambatan, namun karena telah ada kepastian di antara kedua belah 

pihak, pekerja pun tidak pernah menuntut dengan apa yang terjadi, karena 

mereka sudah yakin dengan upah yang pastinya akan diterima juga. 

Praktik pemberian upah seperti ini banyak terjadi di berbagai macam 

industri dan perusahaan-perusahaan lainnya.
9 

D. Metode Penelitian 

Metodologi  penelitian adalah seperangkat metode yang bersifat 

sistematis dan terorganisasi untuk menginvestigasi sebuah topik atau judul 

                                                             
8
 Skripsi, Muhamad Saeful Razaq, Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Pengupahan System 

Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, UIN Walisongo 2016. 
9
 Skripsi, Lu‟Lu Ul Izzah, Analisis Praktik Pengupahan dari Sudut Pandang Hukum 

Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Industri Tenun ATBM Mekar Jani di Desa Wanarejan Utara 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang), UIN walisongo Semarang, 2015 
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penelitian serta untuk memecahkan masalah yang di rumuskan dalam 

penelitian tersebut.
10

  

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi 

penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui 

yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini 

adalah penelitian lapangan (field research) yakni penulis melakukan 

penelitian langsung di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang, guna mendapatkan data-data terkait dengan fokus penelitian 

yang penulis kaji yaitu sistem pengupahan buruh emping dalam islam . 

Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris 

(empirical law research) atau penelitian non doktrinal. Dimana dalam 

melakukan penelitian hukum empiris juga menggunakan hukum yang 

hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan 

oleh masyarakat.  

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh 

dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.
11

 Adapun 

                                                             
10

 Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Desertasi, Jakarta : Erlangga, 

2013,h. 95. 
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yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh 

langsung dari tempat objek penelitian yaitu di Desa Candirejo  

khususnya buruh, pengusaha emping, pejabat pemerintah yang 

mana dalam pengupahan pada buruh tidak sesuai syariat hukum 

Islam.  

b. Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data 

yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain 

atau dokumen.
12

 Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa 

sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang 

Ekonomi Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil 

penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber di atas akan digunakan 

sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan sistem pengupahan 

buruh emping dalam hukum Islam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode yang penulis lakukan dalam mengumpulan data 

antara lain: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang di 

teliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk 

                                                                                                                                                                       
11

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik, 

(Bandung: Tarsito, 1990), h. 163. 
12

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

Cet-10, 2010), h. 194. 
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memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
13

 

Secara langsung adalah terjun kelapangan terlibat seluruh 

pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu 

melalui media/audiovisual, misalnya camera digital. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
14

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam 

(in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama.
15

 

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini, Pertama, wawancara semi-terstruktur, wawancara 

ini diajukan kepada pihak pemerintah yang berwenang, dimana 

                                                             
13

Djam‟an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 

2013, h. 105. 
14

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, Cet-26, 2009, h. 186. 
15

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

Jakarta: Kencana, 2011, h. 139. 
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pertanyaan sangat terbuka dan terkontrol. Bentuk wawancara ini 

bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang 

terjadi. Kedua, wawancara tidak-terstruktur, wawancara ini 

diajukan kepada pihak-pihak terkait masyarakat candirejo 

khususnya ibu- ibu rumah tangga yang menjadi buruh emping. 

Disini penulis mewawancarai langsung terhadap pekerja buruh 

emping, dimana pertanyaan sangat terbuka dan tidak terkontrol.
16

 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut 

mengenai sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan 

penelitian guna untuk mendapatkan data yang tersedia, baik berupa 

surat, catatan harian, cinderamata, laporan, dan sebagainya.
17

 Sifat 

utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang 

pernah terjadi di waktu silam.
18

 Pengumpulan data melalui 

dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi 

mengenai sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

 

 

                                                             
16

Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta: 

Salemba Humanika. 2010, h. 123-124. 
17

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2011, h. 125. 
18

  Noor, Metodologi..., h. 141. 
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4. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif 

kualitatif.
19

  

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.
20

 

Peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, 

observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh 

fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana sistem 

pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang 

Kabupaten  Batang. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami persoalan di atas, sebagai jalan untuk 

mempermudah pemahaman, sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu 

sistematika penulisan sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I :Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran 

secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini 

yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

                                                             
19

Sugiyono, Metodologi..., h. 14. 
20

 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 128. 
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tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh 

emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang, terkait sistem Pengupahan (Ujroh) yang meliputi: 

1.  Konsep upah dalam Islam yaitu: Pengertian upah, Upah 

menurut hukum Islam dan landasan hukumnya, Bentuk 

upah, Syarat-syarat pengupahan (Ujroh), Rukun Ujroh 

dalam  praktik perjanjian kerja, Prinsip-prinsip Upah.  

2. Konsep hukum dalam Islam yaitu: pengertian hukum, 

pembagian hukum. 

BAB III :Memuat data hasil penelitian terkait  sistem pengupahan 

buruh emping di Desa Candirejo Kec. Bawang Kabupaten 

Batang, yang  pertama, profil  Desa Candirejo Kec.Bawang 

Kab.Batang, profil pengusaha emping, profil buruh emping. 

Kedua, Proses Pengupahan Buruh Emping di Desa Candirejo 

Kecamatan Bawang yang meliputi: gambaran umum emping 

melinjo dan sistem pengupahan buruh emping,  

BAB IV : Berisikan analisis, yang meliputi analisis hukum Islam 

terhadap sistem pengupahan buruh emping melinjo di Desa 

Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

BAB V :Bagian penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

KONSEP UPAH DALAM ISLAM 

A. Teori Upah Dalam Islam 

1. Pengertian Upah 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang 

No.13 tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan,termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.
21

 

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh 

selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. 

Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang 

dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga 

yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.
22

 

Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah 

segala macam bentuk penghasilan (earning), yang diterima 

buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam 

                                                             
21 Asri Wijayanti, Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2017), h. 107. 
22

 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. Ke 3, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2006), h.1345. 
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jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.
23

 Menurut 

Afzalur rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan 

sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.
24

 

Upah mengupah di sebut juga dengan jual beli jasa. Pada 

dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana 

jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu 

perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau 

mengakhirkannya. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. 

Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan 

sudah selesai.  

Menurut Idris Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Sohari 

Sahrani & Ru‟fah Abdullah yang ditulis dalam buku Fikih Muamalah 

untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum, upah artinya 

mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti 

menurut syarat-syarat tertentu.
25

 

Dari berbagai pengertian ujroh (ijārah) diatas, dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang 

prinsip di antara para ulama dalam mengartikan ijārah atau sewa-

menyewa. Jadi ijārah atau sewa-menyewa adalah penjualan manfaat 

yaitu, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa 

                                                             
23

 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1997), h.68. 
24

 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima 

Yasa, 1995), h.361. 
25

 Sohari Sahrani & Ru‟fah Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan 

Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 168. 
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dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam 

bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam 

menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta 

mendorong timbulnya mogok kerja atau unjuk rasa.
26

 

Dalam sistem pengupahan adakalanya yang berkaitan dengan 

pekerjaan ibadah dan ada kalanya berkaitan dengan aspek ekonomi.
27

 

Sebelum bicara lebih jauh tentang upah, terlebih dahulu harus 

diperhatikan asumsi dasar pengupahan, yakni pertama ada hubungan 

yang signifikan antara upah dengan perolehan laba, dan kedua ada 

tindakan tidak maksimal dari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan. 

Hal inilah yang kemudian menjadi polemik yang tak kunjung usai 

anatara pengusaha dan buruh. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, 

sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau 

daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi 

oleh penghasilan yang ia peroleh  dalam kurun waktu tertentu setelah 

ia bekerja.
28

 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia itu 

melakukan kegiatan, ada yang bisa dilakukan sendiri, ada juga yang 

harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan kegiatan 

                                                             
26

Ekowahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, Hukum Ketenagakerjaan, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.123. 
27

 Ismail Nawawi ,,, h.189. 
28

 Asri Wijayanti, Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2017), h.102. 
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melalui orang lain inilah yang harus di beri imbalan dalam bentuk 

upah atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
29

 

Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja 

sesuai dengan kehendak syari‟ah bukanlah perkara yang mudah. 

Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan 

dipergunakan, yang dapat  mentransformasikan  konsep upah yang adil 

dalam dunia kerja. Menurut cara menetapkan upah di Indonesia sendiri 

mengenal beberapa sistem pengupahan diantaranya yaitu:
30

 

Sistem upah jangka waktu, menurut sistem ini upah ditetapkan 

berdasarkan jangka waktu buruh melakukan pekerjaan (upah jam-

jaman, harian, mingguan, bulanan, dsb). 

Sistem upah potongan, sistem upah potongan ini sering kali 

digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, bila mana hasil 

pekerjaan tidak memuaskan. Upah ini hanya dapat ditetapakan pada 

pekerjaan yang dapat di ukur menurut ukuran tertentu misalnya jumlah 

banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang telah 

dikerjakan. 

Upah tidak tetap, merupak sistem pembayaran upah yang 

dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh secara tidak 

tetap. Tidak tetapnya upah ini dipengaruhi oleh besar kecilnya upah 

                                                             
29

 Ismail Nawawi, Fikih Muamallah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, 

Ekonomi, Bisnnis, Dan Sosial, (Boogor: Galia Indonesia, 2012), h. 188. 
30

 Iman Soepono, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Jambatan, 1992), h.133. 



20 
 

atas kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan oleh pekerja atau 

buruh.
31

. 

2. Jenis Upah 

Jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan 

hukum perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut:
32

 

a. Upah Nominal 

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai 

imbalan pengarahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. 

b. Upah Nyata 

Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah yang benar-benar 

harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak. Upah nyata ini 

ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung 

dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau 

kecilnya biaya hidup yang diperlukan 

c. Upah Hidup 

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk 

membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya 

kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan 

keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain. 
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d. Upah Wajar (Fair Wages) 

Upah wajar maksudnya adalah yang secara relatif dinilai cukup 

wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya 

pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu 

berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: Kondisi negara pada 

umumnya, nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada, 

peraturan perpajakan, standar hidup para buruh itu sendiri, undang-

undang mengenai upah khususnya, dan posisi perusahaan dilihat 

dari struktur perekonomian negara. 

3. Upah menurut hukum Islam dan landasan hukumnya 

Upah dalam bahasa arab di sebut al-Ujroh. Dari segi bahasa 

yang berarti īwad (ganti) kata al-Ujroh atau al-Ajru‟ dengan kata lain 

imbalan yang yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu pekerjaan. 

Pembahasan dalam upah terkategori dalam konsep ijārah. Secara 

etimologi ijaroh adalah nama untuk ujroh yang mengikuti wazan 

fa‟alah adalah bai‟ul manfaati (menjual manfaat). Adapun menurut 

termonologi syara‟ banyak sekali pengertian ijārah sesuai dengan 

pendapat para ulama fiqh. Pengertian-pengertian itu maknanya 

mendekati kesamaan hanya berbeda dalam penggunaan kata.
33

 

Sebagian ulama mengartikan ijārah sebagai jual-beli jasa 

(upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dengan 
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imbalan upah/bayaran. Adapula yang menerjemahkan ijārah sebagai 

sewa menyewa yakni mengambil manfaat dari barang. Ijārah pada 

hakikatnya ialah hubungan saling menguntungkan antara dua 

urang/pihak, majikan dan buruh. Kedua pihak saling memberi 

manfaat/kepentingan. Majikan memberi upah, dan buruh memberikan 

tenaganya.
34

 

Dari beberapa definisi di atas penulis mengambil kesimpulan 

bahwa ijārah ialah suatu akad yang berupa pemindahan manfaat 

barang atau jasa dengan pengganti berupa  upah yan telah ditentukan 

tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Ijārah dibagi menjadi dua 

yaitu:
35

 

a. Ijārah atas ain artinya menyewa manfaat ain (benda) yang 

kelihatan seperti menyewa sebidang tanah yang ditanami atau 

sebuah rumah untuk didiami. Disyaratkan bahwa benda itu dapat 

dilihat dan diketahui tempat dan letaknya. 

b. Ijārah atas pekerjaan ialah penyewaan yang dilakukan atas 

pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, 

membawa barang ketempat tertentu, memperbaiki sesuatu tertentu 

dan sebagainya. Orang yang di sewa (ajīr) ada dua macam yaitu 

ajīr khusus (ajīr khash) adalah orang yang bekerja untuk satu orang 

selama waktu tertentu. Sedangkan pekerja umum (ajīr musytarak) 

adalah orang yang bekerja untuk orang banyak. Ia boleh bekerja 
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untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh 

melarangnya bekerja untuk orang lain.
36

 

Dalam al-Quran dengan tegas allah membolehkan memberikan 

upah kepada orang lain yang telah berjasa. Hal ini ditegaskan dalam al-

Quran surat An-Nahl ayat 97: 

ٍۡا ماَايَ ًِ هحِٗباعَ ٍاصََٰ اۡٔارَكَش اايِّ َٰٗااأَ إَاأَُثَ ُْ ٍ اأَ حاٗافهََُحََُُُِّۡٛٛۥايُؤۡيِ َٰٕ ااحََٛ
 
نَُجَۡضََُِٚٓىُاۡاطَِّٛجخَٗ  أَ

اٍِاأجَۡشَْىُ اٌَاكَبَُٕااْايَباثأِحَۡغَ هُٕ ًَ  ا٧٩اٚعَۡ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"
37

 

 

Dalam ayat lain yaitu dalam Qs At-Thalaq (65) ayat 6: 

ٌۡا ِ اٍَافئَ اٍَا َافَاانكَُىاۡاأسَۡضَعۡ اٍَابرُُْٕ شُٔااْاأجُُٕسَُْ ًِ أۡرَ ُكَُىأَ ۡٛ عۡشُٔف  ااثَ ًَ إٌِاثِ  ارعََبعَشۡرىُاۡأَ

َٰٖاانَُّ ۥاافغََزشُۡضِعاُ ا٢اأخُۡشَ

Artinya : kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.
38

 

 

Adapun dalil hadits sebagai berikut dari Ibnu „Umar 

Radhiyallahuanhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda: 

ٍْوِ وَسَهَّىَ:  ا قاَلَ: قاَلَ رَسُىْلُ اّللِّ صَهَّى اّللُّ عَهَ ًَ ًَ اّللُّ عَنْهُ رَرَضِ ًَ ٍِ عُ ٍِ ابْ وَعَ

ٍْرَأجَْرَهُ قبَْمَ أٌَ ٌجَِفَّ عَرَقوُُ   أعَْطُىْاألَْْجَِ
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Artinya: “Dari Ibnu „Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: 

berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya 

kering. (HR. Ibnu Majah)”
39

 

Hadits dari Ibnu Tāwus 

عٍ أبٍو عٍ ابٍ عباش رضً اللّ عنهًا قال: احخجىحذثنا ابٍ طاوش   

(ااننبى صم اللّ عهٍو وسهى واعطى انحجاو اجره )رواه انبخاري   

”Hadits dari Ibnu Tāwus dari ayanya dari Ibnu Abbas  r.a 

dia  berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang 

bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)
40

 

4. Syarat-syarat upah (ujroh) 

a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. 

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk 

harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-

kriterianya.
41

 Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai 

manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui 

dengan jelas. 

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk 

masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah 

tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah 

tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. 

Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal 
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ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak 

jelas.
42

 

b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad 

(ma‟qud alaih). 

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek 

akad (ma‟qud alaih). Misalkan, ijārah tempat tinggal dibayar 

dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang 

dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan 

pertanian. Syarat ini menurut Ulama Hanafiyah adalah cabang dari 

riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat 

melarang sebuah akad dalam riba nasiah. Penerapan prinsip ini 

dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka 

terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya 

manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada 

(seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam 

menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba nasiah.
43

 

Syarat-syarat ujroh yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas 

seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan 

berikut ini:
44
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a. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah pekerjaan yang mubah. 

Tidak sah transaksi pekerjaan pada sesuatu yang tidak mubah, 

seperti khamar. 

b. Upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukuranya 

karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan 

transaksi ujroh 

c. Upah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta 

pekerjaan 

d. Pekerja menyelesaikan yang diminta dan menyerahkanya kepada 

yang menyuruhnya. 

Adapun syarat-syarat upah menurut sebagian ulama 

memberikan kriteria sebagai berikut:
45

 

a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa 

menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk 

upah. 

b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan dalam akad.  

c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang 

atau barang atau jasa).  

d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari 

sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi 
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dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang 

telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan 

banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang 

diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah 

upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah 

kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua 

belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan 

kepada urf atau adat kebiasaan. 

e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya 

barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, 

penipuan atau sejenisnya. 

f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya 

barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak 

boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.  

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut suatu pengusaha yang 

mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar 

tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh 

dengan pengusaha tersebut. 

5. Rukun Ujroh (Upah)  

Rukun ujroh (upah) dalam hal ijārah yang harus terpenuhi 

antara lain ada empat:
46

 Aqidain, Shighat, Pekerjaan dan upah, namun 
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sebagian ulama ada yang menjadikanya lima:
47

 yang memberi ujroh, 

yang menerima ujroh, dan dinamakan pekerja, upah, pekerjaan, dan 

ucapan, dan kita akan bahas satu-persatu dari kelima rukun ini sesuai 

dengan urutanya. 

a. Pemberi ujroh 

Ia harus memiliki dua syarat kualitatif:
48

 

Pertama, memilki kebebasan berbuat dengan syarat semua 

tindakanya sah dengan apa yang dilakukanya sebagai upah baik dia 

sebagai pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak 

termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot. 

Kedua, mempunyai pilihan, jika terpaksa maka akad tidak sah. 

b. Pekerja 

Hendaklah si pekerja memang merupakan orang yang ahli dengan 

pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad 

perjanjian kerja dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih 

anak-anak atau yang sedang dicabut haknya karena idiot karena idiot 

berbeda dengan anak kecil yang tidak sanggup bekerja sebab 

manfaatnya tidak ada dan memberikan pekerjaan kepadanya sama saja 

dengan menyewa orang yang buta untuk menjaga sesuatu.
49

 

c. Upah 
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Upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan 

transaksi yang telah dilakukan.
50

 Upah dalam ijārah harus memenuhi 

syarat sebagai berikut:
51

 

Pertama, berupa harta yang memang menjadi maksud untuk 

dimiliki, terhormat, atau hak khusus, dan jika bukan yang menjadi 

tujuan dari memiliki seperti darah dan lainya, maka tidak boleh. 

Kedua, harus diketahui sebab upah adalah bayaran, maka harus ada 

pengetahuan tentangya seperti upah dalam akad yang lainya. 

Kesimpulannya bahwa disyaratkan dalam upah sama dengan apa 

yang disyaratkan dengan harga barang, apa yang tidak sah sebagai 

harga (bayaran) karena tidak diketahui, atau najis tidak sah untuk 

dijadikan ujrah. Dan si pekerja berhak mendapatkan bayaran standar 

gaji terhadap akad yang tidak diketahui bayarannya, dan najis yang 

dimaksudkan sebagai arak, kulit bangkai, jika bukan termasuk menjadi 

tujuan dari pemilikan seperti darah, maka tidak ada upah bagi si 

pekerja.   

d. Pekerjaan 

Pekerjaan dalam suatu perjanjian kerja harus memenuhi syarat 

sebagai berikut:
52

 

Pertama, pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan. 

Kedua, pekerjaan yang ditawarkanya bukan merupakan satu 

pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar‟i. 
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Ketiga, hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan 

dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum 

diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik namun belum 

diserahkan, maka tidak ada ganti. 

e. Sighat (ucapan) 

Sighat dalam ujroh terkait pekerjaan harus mengandung arti 

izin kepada orang yang akan bekerja,
53

 dan tidak ditentukan 

waktunya.
54

 Jika mengerjakan pekerjaan dalam akad ijārah tanpa 

seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak 

berhak menerima/memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. 

6. Sistem Upah dalam Islam  

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah 

upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh 

dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi 

berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan 

kebajikan.
55

 

a. Prinsip keadilan 

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam 

terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian 

mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus 

menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang 

sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan 
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terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi 

kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan 

masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang 

seimbang dengan jasa yang diberikan buruh. 

Adil mempunyai bermacam-macam makna, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Adil bermakna jelas dan transparan 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

اٍَاََٰٚ أَُّٚٓبَ ااْاٱنزَِٚ  ٕ ٍ اارَذَاَُٚزىُاإِرَااءَايَُُ ۡٚ َٰٗ ااثِذَ ٗاأجََم ااإنَِ ًّٗ غَ نۡٛكَۡزتُافٱَكۡزجُُُِٕاۚايُّ ُكَُىاۡأَ ۡٛ اثَ

لَااثٱِنۡعَذۡلاِۚاكَبرِتُ ا باٚكَۡزتُاَاأٌَاكَبرِت ااٚأَۡةاَأَ ًَ ُّااكَ ًَ همِاِافهَۡٛكَۡزتُۡااٱلَلُّاۚاعَهَ ًۡ نُۡٛ اِّاٱنزَِ٘أَ ۡٛ اعَهَ

نۡٛزَكَاِاٱنۡحَكُّا لَااسَثَُّۥاٱلَلَّاأَ ُّااٚجَۡخَظۡاأَ ُۡ اٌَافئٌَِاباۚا اٗشَاٛۡايِ اِّاٱنزَِ٘اكَب ۡٛ اۡٔاعَفِٛٓبًاٱنۡحَكُّااعَهَ اأَ

اۡٔاضَعِٛفبً ماَاأٌَاٚغَۡزطَِٛعاُالَااأَ ًِ إَاُٚ همِاۡاُْ ًۡ ُۥافهَُۡٛ نُِّّٛ ِٓذُٔااْاثٱِنۡعَذۡلاِۚأَ ٱعۡزشَۡ اٍِأَ ۡٚ ٛذَ ِٓ ايٍِاشَ

جَبنِكُىۡ ا اٍِاٚكََُٕبَانىَاۡافئٌَِاسِّ ۡٛ اٌِافشََجُم ااسَجُهَ ٱيۡشَأرَبَ ٍأَ ًَ اٌَايِ ٕۡ اٍَارشَۡضَ ٓذََا ءاِايِ اأٌَاٱنشُّ

بارضَِماَ ًَ ُٓ شاَاإحِۡذَىَٰ بافزَزَُكِّ ًَ ُٓ َٰٖاۚاإحِۡذَىَٰ لَااٱلۡۡخُۡشَ ٓذََا ءاُاٚأَۡةاَأَ اايَباإِرَااٱنشُّ
ۚ
لَاادُعُٕاْ أَ

ااْا َارغَاۡ  ٕ اۡٔاصَغِٛشًااركَۡزجُُُِٕااأٌَاًُ َٰٗ ااكَجِٛشًااأَ اِّۚۦاإِنَ نِكُىاۡاأجََهِ
واُاٱلَلِّااعُِذاَاألَۡغَظُاارََٰ َٕ ألَۡ ذَحاِأَ انهِشَََٰٓ

َٰٗ ا أدَََۡ ااْاألََاأَ  ٕ اٌَاأٌَاإلَِ اارشَۡربَثُ شَحًااركَُٕ ُكَُىاۡارذُِٚشََُٔٓبَاحَبضِشَحاٗارجََِٰ ۡٛ ظاَاثَ ۡٛ كُىاۡافهََ ۡٛ اعَهَ

ااْاركَۡزجُُْٕبَ ااألََااجُُبَح ا  ٔ ذُ ِٓ أشَۡ لَاارجَبَٚعَۡزىُاۡۚاإِرَاأَ لَااكَبرِت ااٚضَُب ساَأَ ِٓٛذ اۚأَ إٌِاشَ ارفَۡعَهُٕااْأَ

ٱرمَُٕااْاثكُِىۡ اافغُُٕقُ اافئَََُِّۥ كُىاُاٱلَلَّ اأَ ًُ ٚعَُهِّ ٱلَلُّااٱلَلُّ اأَ ء ااثِكُمِّاأَ ۡٙ  ٦٨٦اعَهِٛى ااشَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis 

di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika 

yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang 
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu 

ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 
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mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali 

jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 

Al-Baqarah : 282)
56 

 

Dan dalam hadist berikut ini : 

ًَ اّللُّ  رَرَضِ ًَ ٍِ عُ ٍِ ابْ ٍْوِ وَسَهَّىَ: وَعَ ا قاَلَ: قاَلَ رَسُىْلُ اّللِّ صَهَّى اّللُّ عَهَ ًَ عَنْهُ

ٍْرَأجَْرَهُ قبَْمَ أٌَ ٌجَِفَّ عَرَقوُُ   أعَْطُىْاألَْْجَِ

Artinya: “Dari Ibnu „Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. 

Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum 

keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).”.
57

 

 

Dari ayat Al-Quran dan hadist di atas, dapat diketahui bahwa 

prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan aqad 

(transaksi)  dan komitmen melakukannya.  Aqad dalam 

perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan 

pengusaha.  Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas 

dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah 

tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. 
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Hal ini menjelaskan bahwa selain hak pekerja, maka pekerja 

memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak 

perusahaan untuk memmperoleh hasil kerja dari pekerja dengan 

baik. Bahwa bekerja dengan baik merupakan kewajiban pekerja/ 

pekerja atas hak upah yang diperolehnya. 

2) Adil bermakna proporsional 

Prinsip adil secara proposional ini disebutkan dalam beberapa 

firman Allah SWT, sebagai berikut: 

نِكُمّ ا ذ اأَ بادَسَجََٰ ًَ اايِّ
 
هُٕاْ ًِ َٓىُاۡاعَ فِّٛ َٕ نُِٛ هَٓىُاۡأَ ًََٰ ْىُاۡاأعَۡ اٌَالَاأَ ٕ ًُ اا٩٧اٚظُۡهَ

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa 

yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka 

tiada dirugikan. (QS. Al-Ahqaaf : 19).
58

 

 

اا َٰٗ اإلَِايَباعَعَ ٍِ َغََٰ ظَانلِِۡۡ ۡٛ أٌَانَ  ا٩٧َٔ

Artinya: Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya. (QS. Yaasin. 54)
59

 

 

واَ ٕۡ اشَاٛۡافٱَنَۡٛ اا اٗلَارظُۡهىَُاَفَۡظ  ٌَ هُٕ ًَ اإلَِايَباكُُزىُۡارعَۡ ٌَ ۡٔ لَارجُۡضَ َٔ اا٤٥با

Artinya: Dan kamu tidak dibalas, melainkan dengan apa yang 

telah kamu kerjakan. (QS. An-Najm : 39)
 60

 

 

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan 

dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan 

bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, 

sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi. Bila tenaga kerja 
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merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia 

memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. 

b. Prinsip kelayakan 

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai 

makna sebagai berikut: 

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan. 

Jika di tinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abū Dzar 

bahwa Rasulullah s.a.w bersabda : 

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, 

Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga 

barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka 

harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) 

dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan 

tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat 

berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, 

maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. 

Muslim).
61

 

 

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah 

yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: Pangan 

(makanan), Sandang (Pakaian) dan papan (tempat 

tinggal).  Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum 

menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk 

mencarikan jodohnya.  Artinya, hubungan antara majikan 

dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, 

tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga 
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majikan.  Konsep menganggap karyawan sebagai keluarga 

majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu 

telah dicetuskan.
62

 

2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran 

Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut: 

لَا اْافِٙااٱنُبَطاَرجَۡخَغُٕاْاأَ ٕۡ لَارعَۡثَ َٔ ااٱلۡۡسَۡضاِأشَۡٛبَ ءَْىُۡا ٍَ اا٩٨٩يُفۡغِذِٚ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada 

hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 
dengan membuat kerusakan.( QS. Asy-Syua‟ra: 183).

63
 

 

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang 

merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang 

seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, 

hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah 

memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya 

diberikan. 

c. Prinsip kebajikan 

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan 

mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa 

diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan 

mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan 

kepentingan pengusaha dan buruh.
64

 Penganiayaan terhadap buruh 
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berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah 

dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap 

pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah 

buruh melebihi dari kemampuan mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam 

memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas 

bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam 

negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap 

perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara 

tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi. 

Metode kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan 

standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi 

kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan 

apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan 

yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para 

pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai. 

B. Konsep Hukum Dalam Islam  

1. Pengertian Hukum 

Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan hukum sebagai 

berikut: “Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan 
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berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakulatif atau menempatkan 

sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang”. Kemudian, yang 

dimaksud Khitob Allah dalam definisi tersebut adalah semua bentuk 

dalil, baik al-Qur‟an, al-Sunnah maupun yang lainnya. Ada yang 

berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan dalil hanya al-Qur‟an dan 

al-Sunnah. Adapun ijmā‟ dan qiyas hanya sebagai metode 

menyingkapkan hukum dari al-Qur‟an dan al-Sunah tersebut. Yang di 

maksud perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat 

dan perbuatan ucapan, seperti ghibah (mengunjing) dan namimah 

(mengadu-domba).
65

 

2. Pembagian Hukum 

Bertitiktolak dari latarbelakang hukum di atas, maka hukum 

menurut ulama usul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum Taklīfi dan 

Waḍī. 

 

a. Pengertian Hukum Taklīfī (Pembebanan) 

Hukum Taklīfī ialah hukum yang menjelaskan tentang perintah, 

larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. 

Semisal, hukum shalat, membayar zakat dan lain sebagainya. 

Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak 

yatim dan contoh yang bersifat memilih (fakultatif) adalah makan 
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dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam 

, yaitu fajar.
66

 

Terkait bentuk-bentuk hukum taklīfī terdapat dua golongan 

ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum taklīfī. Pertama, 

bentuk-bentuk hukum taklīfī menurut jumhur ulama Uṣūl Fiqh atau 

Mutakallimīn. Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada 

lima macam, yaitu ijāb, nadb, ibahah, karahan (makruh), dan tahrim. 

Kedua, bentuk-bentuk hukum taklīfī seperti iftirad, ijāb, nabd, 

ibāhah, karahah tanzhiliyah, karahah tahrimiyyah, dan tahrim. 

1. Ijāb atau Wajib 

Ijāb adalah suatu tuntutan syar‟i yang bersifat untuk 

melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan.
67

 

2. Nadb atau Sunnah 

Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak 

bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang 

tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai 

hukuman
68

. 

3. Ibāhah atau Mubah 

Khithab Allah yang bersifat fakultatif mengandung pilihan 

antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Kata mubah 

memiliki nama lain halal dan jaiz. Mubah atau Ibāhah senantiasa 
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berada pada sifat mubah (boleh), maka ia tidak mengakibatkan 

ganjaran dan tidak pula adzab.
69

 

4. Karahah  

Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi 

tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat 

memaksa. Dan tidak dikenai hukuman.  

5. Tahrim 

Tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan 

tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah 

dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. 

 

Hukum-hukum menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan 

khithab tasyri‟, seperti wajib, haram, makruh, sunah dan mandub.
70

 

a. Wajib 

Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan dimana 

orang yang meninggalkannya berdosa. 

b. Mandub 

Para ulama Uṣūl Fiqh membagi mandub menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1. Sunah al-Mu‟akkadah (sunah yang sangat dianjurkan). 

Yaitu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan 

pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tetapi 
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yang meninggalkannya mendapat celaan. Diantaranya adalah 

shalat-shalat sunah sebelum dan sesudah mengerjakan shalat 

lima waktu, berkumur-kumur waktu berwudhu, adzan, 

berjama‟ah dan lain sebagainya. 

2. Sunah Ghairu al- Mu‟akkadah (sunah biasa) 

Pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala 

apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak pula mendapat 

celaan dari syar‟i, seperti bersedekah, shalat sunah dhuha dan 

puasa setiap hari Senin dan Kamis. 

3. Sunah al-Za‟idah (sunah yang bersifat tambahan) 

Suatu pekerjaan untuk mengikuti apa yang dilakukan 

Rasulullah saw sehingga apabila dikerjakan diberi pahala dan 

apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak pula dicela. 

Pekerjaan seperti ini adalah berupa sikap dan tindak-tanduk 

Rasulullah saw.
71

 

 

4. Haram 

Haram dapat dibagi menjadi haram lidzatihi dan haram 

lighairihi, apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan 

haram itu sendiri maka disebut dengan haram lidzatihi, seperti 

memperjual-belikan benda-benda yang haram lidzatih transaksi 

tidak sah dan tidak ada akibat hukum. Dan apabila terkait 
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dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi 

berbentuk kemafsadatan maka disebut haram lighairih. 

5. Makruh 

Ulama Hanafiyyah, membagi makruh dalam dua bentuk, 

pertama makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dituntut syar‟i 

untuk ditinggalkan, tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti. 

Misalnya adalah memakan daging kuda. Kedua adalah makruh 

tahrim, yaitu tuntutan syar‟i untuk meninggalkan suatu 

perbuatan dan tuntutan itu melalui cara yang pasti, tetapi 

didasarkan kepada dalil yang zhanni, seperti larangan memakai 

sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki. 
72

 

6. Mubah 

Pembagian mubah menurut ulama Uṣūl Fiqh dilihat dari 

segi keterkaitannya dengan madharat dan manfaat yaitu:
73

 

a) Mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak 

mengandung madarat, seperti makan, minum, berpakaian 

dan berburu. 

b) Mubah adalah yang apabila dilakukan mukallaf tidak ada 

madharatnya, sedangkan perbuatan itu sendiri pada dasarnya 

diharamkan. 
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c) Sesuatu yang pada dasarnya bersifat madarat dan tidak boleh 

dilakukan menurut syara‟, tetapi Allah memaafkan 

pelakunya, sehingga perbuatan itu menjadi mubah. 

b. Hukum Waḍ‟ī 

1. Pengertian Hukum Waḍ‟ī 

Hukum waḍ‟ī adalah firman Allah Swt yang menuntut untuk 

menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari 

sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan 

sesuatu dengan hukum taklīfī, baik bersifat sebagai sebab atau 

syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum waḍ‟ī. Di dalam 

ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum. 

2. Macam-Macam Hukum Waḍ‟ī 

a) Sebab 

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat 

menyampaikan kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang 

dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah 

adalah suatu sifat yang dijadikan syar‟i sebagai tanda adanya 

hukum. 

 

 

b) Syarat 

Sesuatu yang berada di luar hukum syara‟, tetapi 

keberdaan hukum syara‟ bergantung kepadanya. Apabila syarat 
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tidak ada, hukum-pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak 

mengharuskan adanya hukum syara. Oleh sebab itu, suatu 

hukum taklīfī tidak dapat diterapkan kecuali bila telah 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara‟. Misalnya, 

wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat 

dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi, apabila seseorang 

berwudhu, ia tidak harus melaksanakan shalat.
74

 

c) Mani‟ (Penghalang) 

Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum 

atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan 

hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan 

kewarisan (waris mewaris). Apabila ayah wafat, istri dan anak 

mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah 

yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing. Akan 

tetapi, hak mewarsi ini bisa terhalang apabila anak atau istri 

yang membunuh suami atau ayah yang wafat tersebut.
75

 

d) Ṣiḥāḥ 

Hukum yang sesuai dengan tuntutan syara‟. Yaitu 

terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada mani‟. Misalnya, 

mengerjakan shalat Dzhuhur setelah tergelincir matahari 

(sebab) dan telah berwudhu (syarat) dan tidak ada halangan 

bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas, dan 
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sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu 

hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan 

syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, sekalipun 

mani‟nya tidak ada.
76

 

e) Bathil 

Terlepasnya hukum syara‟ dari ketentuan yang ditetapkan 

dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, 

memperjual-belikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, 

karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan 

syara‟.  

f) „Azimah dan Rukhṣah 

„Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah 

kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada 

hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak 

disyariatkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya. 

Misalnya, jumlah rakaat shalat dzhuhur adalah empat rakaat. 

Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya 

tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat 

dzuhur. Hukum shalat dzuhur adalah empat rakaat disebut 

dengan „azimah. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan 

bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur 

dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut rukhṣah. 
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Para ahli Uṣūl Fiqh mendefinisikan rukhṣah dengan hukum 

yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada 

udzhur.
77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

SISTEM PENGUPAHAN BURUH EMPING DI DESA CANDIREJO 

KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG 

A. Gambaran Umum Proses Pengupahan Buruh Emping di Desa Candirejo 

1. Profil Desa Candirejo. 

Desa Candirejo merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Secara gografis Desa Candirejo 

                                                             
77

 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh,,,h. 316. 



46 
 

merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bawang yang 

memiliki kondisi geografi berupa perbukitan dan pegunungan. Ketinggian 

wilayah Kecamatan Bawang antara 600-2.500 meter di atas permukaan air 

laut dengan titik tertinggi berada di Gunung Prau.
78

 

Luas wilayah Desa Candirejo mencapai 147,59 km (1 km = 100 

Hektar) dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai hutan desa 

yaitu mencapai 30,42 km selebihnya untuk lahan sawah,  lahan bukan 

pertanian yang berupa rumah/bangunan, dan lahan pertanian bukan sawah 

dan lainya. 

Jumlah penduduk Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang yaitu berjumlah 3138 jiwa. Adapun rincian kependudukan yaitu 

1.577 penduduk  laki-laki dan 1.558 penduduk perempuan.  Dengan 

klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin, kedua klasifikasi penduduk 

menurut penduduk yang datang dan pergi, kemudian yang ketiga 

klasifikasi penduduk menurut kepala keluarga. Selanjutnya, klasifikasi 

jumlah penduduk jika di lihat dari yang datang dan pergi dari desa maka 

jumlah penduduk pendatang yaitu 24 orang dan yang pergi 18 orang. Dan 

yang terakhir, klasifikasi jumlah penduduk jika di lihat dari Kepala 

Keluarga berjumlah 831 dengan klasifikasi kepala keluarga laki-laki 

berjumlah 697 dan perempuan berjumlah 134. Jumlah keseluruhan 

penduduk Desa Candirejo pada tahun 2017 mencapai 2.961 jiwa. Dari 

total keseluruhan penduduk tersebut terdiri dari, usia 0 tahun hingga 65 +. 
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Kemudian jika dilihat dari kategori usia, maka penduduk Desa Candirejo 

didominasi oleh penduduk usia 40 – 64 tahun dengan jumlah 1.420 jiwa.
79

 

2. Profil Pengusaha Emping 

Banyaknya masyarakat Desa Candirejo yang menjadi pekerja baik 

yang bekerja menjadi buruh tani maupun merantau keluar daerah rupanya 

telah menjadi incaran bagi pengusaha emping di Kecamatan Bawang 

Kabupaten Batang. Antusiasme masyarakat yang pekerja keras inilah yang 

kemudian dilirik oleh pengusaha luar Desa untuk membuka cabang di 

Desa Candirejo. 

Pengusaha melalui orang kepercayaanya dengan izin dari pak lurah 

(kepala desa) kemudian melakukan uji coba dengan menawarkan 

pekerjaan kepada masyarakat Desa Candirejo untuk menjadi buruh 

membuat emping. Awalnya pengusaha hanya menerima lima buruh untuk 

mengerjakan emping 100 kg dengan masing-masing 20 kg/buruh, dan 

imbalan Rp.500 perkilonya untuk waktu dua minggu. Namun apabila 

buruh mampu mengerjakan pekerjaan tersebut lebih cepat maka akan 

memberi imbalan (upah) dua kali lipat dari yang dijanjikan yaitu Rp.1.000 

perkilonya dengan difasilitasi plastik sebagai alas, palu sebagai alat 

pemipih, dan juga wajan dari tanah liat yang digunakan untuk menyangrai 

melinjo yang kemudian setelah matang dipipihkan.
80

 

                                                             
79 Data diperoleh dari kuesioner pemutakhiran data indeks desa membangun kementerian 

desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2017. 

80 Wawancara dengan bapak Mahmudi (mantan lurah) 12.04.2018. 
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Di luar dugaan pengusaha ternyata dalam satu minggu buruh dapat 

menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan kwalitas yang cukup baik untuk 

buruh kelas pemula. Melihat SDM (sumber daya manusia) yang ada di 

Desa Candirejo inilah yang menjadikan pengusaha emping membuka 

cabang di Desa Candirejo dan berdasarkan data yang ada di buku laporan 

buruh yang ada di pengusaha emping sudah ada 500 buruh yang terdiri 

dari beberapa lelompok umur mulai dari remaja, dewasa hingga ibu-ibu.
81

 

3. Profil Buruh Emping 

Masyarakat Desa Candirejo secara umum merupakan masyarakat 

yang cukup besar di Kecamatan Bawang di mana sebagian besar 

masyarakat setempat bekerja sebagai buruh tani. Buruh tani dilakoni 

warga Desa Candirejo secara turun-temurun dimana peluang untuk 

menjadi pengusaha maupun pedagang sangat kecil. Minimnya masyarakat 

Desa yang mengenyam pendidikan dan tidak adanya modal menjadikan 

warga Desa Cndirejo sebagian besar memilih menjadi buruh tani dan 

sebagian yang lain merantau ke Ibukota. 

 Berikut penulis paparkan jumlah penduduk Desa Candirejo 

menurut tingkat pendidikannya, sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.1 

Tabel.1.1 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya 

 

No  Tingkat pendidikan Laki-

laki 

Perempuan  Jumlah 
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1 Belum sekolah 438 440 878 

2 SD/Sederajat 802 772 1.573 

3 SMP/Sederajat 149 140 289 

4 SMA/Sederajat 113 96 210 

5 Perguruan Tinggi 7 4 11 

Jumlah 1.509 1.452 2.961 

 

Sumber Data: Data diperoleh dari kuesioner pemutakhiran data 

indeks desa membangun kementerian desa pembangunan daerah tertinggal 

dan transmigrasi tahun 2017. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa sebagian besar 

masyarakat Desa Candirejo hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah 

Dasar. Hal inilah yang tentunya menjadi faktor utama masyarakat Desa 

Candirejo sulit untuk berwirausaha di desa dan memilih merantau. Kecuali 

mereka yang secara temurun meneruskan usaha orang tua mereka. Sebagai 

mana wawancara penulis dengan ibu Mudrikah “nyong bisa dodolan 

warungan kayangkene mergo nerusake usahane wong tuone enyong bien 

seng kawit nyong cilik wes ngerintis usaha kiye sak rampunge merantau 

neng Jakarta. Ya senajan wes dodolan kaye kie tapi nyong tetep ngemping 

nggo ngisi waktu ben ora bosen ngerti deweklah sampean nek dodolan 

nang desa kaye kie ke mesti akeh seng utang. Duet setor kena go tombok 

modal go kulakan mbak ”
82

 (saya bisa jualan sembako ini karena 

meneruskan usahanya orang tua saya dulu yang sejak saya kecil sudah 
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merintis usaha ini sepulangnya orang tua saya merantau dari Jakarta. Ya 

walaupun sudah jualan sepertu ini saya masih mau menjadi buruh 

ngemping buat ngisi waktu luang biar gak bosen tau sendirilah mbak kalau 

jualan di desa seperti ini pasti banyak yang hutang. Uang hasil dari upah 

menjadi buruh bisa untuk modal jualan lagi ). 

Masyarakat setempat beranggapan bahwa merantau merupakan 

jalan yang paling ampuh dan paling cepat untuk merubah keadaan 

ekonomi keluarga. Meskipun tak sedikit dari mereka yang bertahun-tahun 

berada diperantauan kemudian memilih menetap di Desa dan menjadi 

buruh emping. Seperti mbak Nandiroh  “ngene yo mbak dadi buruh 

ngemping seng mesti dudu kepinginan nyong, dadi buruh koyongene kiye 

ki pilihan terakhir mbak. Nyong ya wes tau kerja merantau merana 

merene nana turahe mbak olehe kesel tok anane terus maning adoh karo 

anak bojo, mending ntelateni nang umah senajan dadi buruh ngemping 

bayarane sitik tapi bisa kumpul keluarga inyallah berkah mbak”
83

. (begini 

ya mbak menjadi seorang buruh emping tentunya bukan keinginan saya, 

menjadu buruh seperti ini adalah pilihan terakhir. Saya sudah pernah 

bekerja merantau kesana kemari tapi tidak ada sisanya mbak yang saya 

dapat hanya capek terus jauh dari nak dan suami, lebih baik bekerja di 

rumah walaupun hanya menjadi buruh ngemping bayarannya sedikit tapi 

bisa kumpul sama keluarga dan insyallah berkah mbak). 
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Pekerjaan menjadi buruh emping melinjo merupakan perjaan yang 

sudah dilakoni sejak dahulu oleh masyarakat Candirejo. Buruh emping 

melinjo mengolah melinjo menjadi emping melinjo di masing-masing 

rumah sendiri tidak di tempat pemilik usaha pengolahan emping melinjo. 

Melinjo yang akan dijadikan emping diantarkan ke dukuh masing-masing 

buruh oleh pemilik usaha pengolahan emping melinjo, sehingga buruh 

emping melinjo tidak perlu datang langsung ke tempat pemilik usaha 

emping melinjo untuk mengambil melinjo yang akan dikerjakan, dengan 

demikian dapat sedikit menghemat tenaga dan uang transpot, dan biasanya 

pada saat buruh mengambil melinjo yang akan di buat emping, masyarakat 

setempat memanfaatkannya juga untuk menyetorkan hasil garapannya 

yaitu emping yang telah kering.
84

 Upah akan diberitahukan dan diberikan 

setelah melinjo menjadi emping kering yang sudah siap untuk di goreng 

dan siap konsumsi pada saat buruh menyetorkan emping dan akan 

mengambil melinjo lagi. Tidak jarang juga upah seorang  yang satu 

dengan orang yang lain berbeda meskipun dari bahan baku melinjo yang 

sama beratnya dan emping kering yang sama juga beratnya.
85

 

Pemilik usaha mempercayakan melinjo sepenuhnya kepada para 

buruh, walaupun pemilik usaha tidak melihat secara langsung proses 

pembuatan dan kondisi emping melinjo itu sendiri. Ada keyakinan yang 

dipercaya oleh buruh emping melinjo, bahwa ketika buruh menyimpan 

melinjo di rumahnya maka akan diawasi oleh setan yang dimiliki pemilik 
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usaha (juragan) dan apabila buruh beserta keluarganya mengkonsumsi atau 

menjual emping tersebut maka akan dijadikan tumbal oleh pengusaha 

(juragan), sehingga buruh beserta keluarganya tidak berani untuk berbuat 

tidak jujur.
86

 

Sebagian buruh emping menganggap pendidikan anak merupakan 

utama, walaupun orang tua berhutang untuk dapat membiayai sekolah 

anaknya. Buruh emping melinjo tidak ingin anaknya bernasip sama seperti 

orang tua yang tidak berpendidikan tinggi, karena sebagian besar dari 

masyarakat terutama yang bekerja sebagai buruh emping melinjo juga 

memiliki tingkat pendidikan belum tamat Sekolah Dasar (SD). Hal ini 

disebabkan orang tua jaman dahulu kurang memperhatikan pendidikan 

bagi anak-anaknya, serta pada saat itu kurang adanya kesempatan untuk 

mengenyam pendidikan karena tingkat perekonomian yang dapat 

dikatakan rendah. 

Buruh emping melinjo berusaha agar anak-anaknya bisa sekolah 

paling tidak sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau 

Sekolah Menengah Atas (SMA), para buruh berharap anak-anaknya bisa 

bekerja lebih baik dan berharap kelak dapat membantu orang tuanya agar 

menjadi lebih baik lagi. Menyadari bahwa penghasilan yang tidak begitu 

besar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka tidak hanya suami 

yang bekerja tetapi juga istri membantu mencari nafkah. Para istri bekerja 
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dengan tujuan menutupi jumlah pengeluaran yang besar dan kurangnya 

penghasilan suami.
87

 

Selanjutnya penulis paparkan kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat Desa Candirejo, berikut penulis sajikan penjelasan mata 

pencaharian penduduk Desa Candirejo dalam bentuk tabel. 1.2. 

Tabel. 1.2. 

Penduduk Desa Candirejo menurut pekerjaanya 

No  Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Petani  520 74 594 

2 Nelayan 0 0 0 

3 Buruh Tani 590 18 608 

4 Buruh pabrik 0 0 0 

5 PNS 7 2 9 

6 Pegawai swasta 4 2 6 

7 Wiraswasta/Pedagang 14 20 34 

Jumlah  1.135 116 1.251 

 

Sumber Data: Data diperoleh dari kuesioner pemutakhiran data 

indeks desa membangun kementerian desa pembangunan daerah tertinggal 

dan transmigrasi tahun 2017. 

Tabel di atas menunjukan bahwa, penduduk Desa Candirejo mata 

pencarian yang masih mendominasi adalah sektor pertanian dengan jumlah 

pengusaha/petani 594 dan buruh tani sebanyak 608. 
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Penduduk setempat juga melakukan aktivitas-aktivitas bertani 

sebagaimana aktivitas bertani pada umumnya. Mereka bertani dengan cara 

berburuh terhadap petani lain. Hal ini dikarenakan minimnya lahan yang 

dimiliki masyarakat setempat untuk bercocok tanam. Dengan berburuh 

terhadap petani lain sudah barang tentu pekerjaan mereka tidak tetap 

(berpindah dari petani satu ke petani lainya) juga upah yang diperoleh 

sangatlah kecil tak jarang juga harus menunggu panen baru buruh tani 

mendapatkan upah. Ketika pekerjaan berburuh disawah selesai maka tak 

jarang buruh tani menganaggur maka untuk mngatasi kebutuhan yang 

terus menerus biasanya para laki-laki desa akan pergi merantau ke luar 

kota untuk menjadi buruh bangunan. 

Oleh sebab itu, para ibu-ibu rumah tangga  di Desa Candirejo 

untuk menghidupi anak dan memenuhi keperluan sehari-hari juga bekerja 

dan pada umumnya pekerjaan ibu-ibu rumah tangga di Desa Candirejo 

bekerja sebagai buruh pembuat emping atau masyarakat setempat 

menyebutnya dengan istilah “notok”. 

 

 

4. Keberagamaan Masyarakat Desa Candirejo 

Menurut agamanya, masyarakat Desa Candirejo Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang beragama Islam. Hal ini tercermin dalam 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat 

yang meliputi Majlis ta‟lim, peringatan hari-hari besar, tahlilan, istighosah, 
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dan kelompok rebana. Untuk menjalankan perintah agama, masyarakat 

Desa Candirejo didukung oleh sarana peribadatan yang sangat cukup 

meliputi 1 masjid, dan 14 mushola. 

Sehubungan mayoritas masyarakat Desa Candirejo adalah 

beragama Islam, maka upacara adat yang ada di Desa Candirejo ini sangat 

dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya acara slametan 

(slametan khitanan, pernikahan, 7 bulan kehamilan, kelahiran anak, 3 hari 

kematian, 7 hari, 40, hari, 100 hari hingga 1000 hari memperingati 

kematian), upacara pernikahan dan lain sebagainya. Dalam upacara-

upacara/slametan tersebut, tentu tidak akan ketinggalan bacaan-bacaan 

ayat al-Quran, bacaan-bacaan kalimat thayibbah, serta doa-doa lain yang 

diajarkan oleh agama Islam, karena inti dari slametan tersebut adalah 

berdoa kepada Allah SWT. Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana yang 

telah penulis jelaskan diatas, Desa Candirejo juga memiliki sarana yang 

mendukung dalam pendidikan agama. Yakni adanya beberapa Taman 

Pendidikan al-Quran (TPQ), serta Madrasah Diniyah (MADIN) dengan 

jumlah peserta didik yang cukup banyak. Hal ini menunjukan akan 

kesadaran orang tua untuk mendorong anaknya agar bisa membaca tulis 

al-Quran sangatlah besar. Jadi nilai-nilai ajaran Islam sudah sangat 

meresap dalam segala aktivitas kehidupan sosial, agama, serta budaya 

masyarakat Desa Candirejo. 

B. Proses Pengupahan Buruh Emping Di Desa Candirejo Kecamatan 

Bawang 
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1. Gambaran Umum Emping Melinjo 

Emping melinjo adalah sejenis komoditi makanan yang berasal 

dari biji melinjo setelah mengalami proses lebih lanjut. Komoditi ini 

merupakan hasil dari kegiatan industri kecil yang cukup andal, yang 

dikerjakan oleh masyarakat secara turun temurun sehingga banyak dikenal 

oleh masyarakat di luar Kabupaten Batang. Daerah sentral penjualan 

utama terdapat di Kecamatan Limpung dengan sentral produksi di 

Kecamatan Reban di 19 desa, Kecamatan Tersono 17 desa, Kecamatan 

Bawang di 10 desa, dan Subah di 10 desa.
88

 Emping-emping melinjo yang 

dijual di Limpung bukan merupakan hasil produksi dari masyarakat 

Limpung sendiri melainkan dari kecamatan-kecamatan di sekitar 

Limpung, karena Limpung merupakan pengepul bukan pembuat. Salah 

satu kecamatan yang menjadi pembuat emping melinjo adalah Kecamatan 

Bawang. Berbagai jenis olahan emping melinjo dihasilkan di Kecamatan 

Bawang, yang dibuat di dalam rumah-rumah pribadi masing-masing 

pembuat. 

Bahan baku melinjo diperoleh bukan dari Batang langsung, 

melainkan dari luar kota yang antara lain Lampung, Banten, Pemalang dan 

Cirebon.
89

 Pemilik usaha mengambil langkah demikian karena melinjo 

yang dihasilkan di daerah sendiri tidak memenuhi kebutuhan, selain itu 

kualitas melinjonya tidak bagus. Hilangnya tanaman-tanaman melinjo di 

Kabupaten Batang di karenakan pada tahun 1995 terjadi penebangan masal 
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oleh para petani melinjo yang mengalami kerugian dikarenakan tanaman 

melinjo petani rusak, kalaupun berbuah hasilnya sedikit dan panennya dua 

tahun sekali, selain itu harga jualnya murah. Untuk mencukupi pasokan 

melinjo pemilik usaha pengolahan emping melinjo terpaksa mendatangkan 

melinjo dari luar daerah. 

Usaha pengolahan emping melinjo ternyata berhasil menarik 

banyak kepala keluarga di Candirejo dan sekitarnya untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Industri rumahan pembuatan 

emping melinjo mempunyai banyak permintaan dari pengkonsumsinya 

maupun agen-agen penjualan. 

Emping melinjo selama ini telah menjadi roda penggerak 

perekonomian penduduk Desa Candirejo Kecamatan Bawang.
90

 

Keberadaan lebih dari 4 pengusaha pengolahan emping di Bawang saja, 

jika ada ibu rumah tangga dengan dua anak, maka bisa diperhitungkan 

berapa orang yang nasibnya digantungkan pada pembuatan emping di 

daerah tersebut. Mengingat keberadaan buruh emping melinjo yang 

tersebar di Kecamatan Bawang, harus diakui membuat emping melinjo 

menjadi gantungan hidup bagi masyarkat Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang, terutama Desa Candirejo dan sekitarnya yang dikenal sebagai 

sentral pembuatan dan perdagangan emping melinjo. Peranan industri 

rumah tangga itu bagi kelancaran roda ekonomi dan kehidupan masyarakat 

setempat tidaklah kecil. Peningkatan produksi dan perdagangan bisa 
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meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk barang kebutuhan yang 

sifatnya tersier. 

Pembuatan emping melinjo sendiri yaitu diawali dengan 

menyangrai melinjo, kemudian dikupas dan ditipiskan diatas plastik 

dengan sejenis palu dari batu. Setelah itu, emping dikeringkan. Jika sudah 

kering, emping siap digoreng dan dibumbui sesuai selera. Untuk 

penyajianya, Emping biasanya disajikan bersama bubur, gado-gado, 

ketoprak atau juga sebagai makanan ringan. 4 Kilogram Mlinjo mentah 

mampu menghasilkan 1 kilogram emping yang siap goreng. 

2. Sistem Pengupahan Buruh Emping 

Sistem pemberian gaji, buruh emping melinjo diberi gaji/upah dari 

hasil emping yang dibuatnya yaitu perkilo. Satu kilogram dihargai dengan 

Rp.4.000 untuk kualitas super satu dan LB satu, sedangkan untuk kualitas 

super dua dan LB dua dihargai Rp.3.800 namun pada penyetoran 

sebelumnya yaitu Rp.5.500 untuk LB satu dan Rp.4.500 untuk LB dua.
91

 

Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap harapan dari para buruh, 

pada umumnya dalam satu minggu pembuat emping mampu mendapatkan 

uang sekitar Rp.40.000 - Rp.60.000. Tergantung kecepatan membuatnya, 

semakin cepat membuat dan semakin banyak emping yang dihasilkan 

maka upah yang didapatkan akan semakin banyak. Jika melinjo yang 

dibuat gampang dan mengerjakannya cepat maka jumah emping yang 

dihasilkan banyak. Sebaliknya jika melinjo yang di buat keras dan terlalu 
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muda serta mengerjakannya tidak cepat maka jumlah emping yang 

dihasilkan sedikit. Kualitas emping yang dibuat juga akan mempengaruhi 

harga upah perkilonya. Setiap satu bulan penghasilan pembuat emping 

melinjo sekitar Rp 160.000 – Rp.240.000. Namun bagi orang yang cekatan 

dalam membuat emping dapat menghasilkan upah sekitar Rp. 450.000 dan 

itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun 

demikian, buruh emping melinjo tetap setia melakoni pekerjaannya 

sebagai buruh emping melinjo. 

Adapun beberapa faktor kenapa warga Desa Candirejo tetap 

bertahan sebagai buruh emping yang pertama, Kehidupan yang semakin 

sulit, kedua penghasilan sebagai buruh tani yang tidak mencukupi, ketiga 

kebutuhan pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Para buruh emping 

melinjo ini berharap, dengan bekerja sebagai buruh emping melinjo dapat 

menambah penghasilan keluarga, sehingga berbagai macam kebutuhan 

dapat terpenuhi.  

 

 

BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  PENGUPAHAN 

BURUH EMPING MELINJO DI DESA CANDIREJO KACAMATAN 

BAWANG KABUPATEN BATANG 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping 

Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 
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Islam telah menetapkan bahwa pemberian upah kepada buruh atau 

pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak. Namun, upah disini selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. 

Baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal 

mungkin lebih beruntung dari pada buruh pada informal. Mereka tidak 

mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh 

pada wilayah informal.92 

Buruh emping adalah suatu pekerjaan yang terdapat pada sektor 

informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan 

pekerjaan buruh emping di sini hanya menggunakan adat kebiasaan. Tetapi 

adat kebiasaan tidak semua membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan 

yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang 

diabaikan. 

Penelitian yang didapatkan dilapangan, terkait sistem pengupahan 

buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh pengusaha emping yaitu 

dengan manggunakan sistem setor. Sistem setor merupakan perbuatan saling 

menyerahkan antara buruh dengan pengusaha emping, dimana buruh 

menyerahkan hasil pekerjaanya setelah beberapa hari, dengan diukur 

menggunakan takaran kilogram (kg) untuk mendapatkan upah dari pengusaha, 

sekaligus mengambil kembali melinjo yang akan dijadikan sebagai emping. 

Oleh sebab menurut penulis sistem upah yang digunakan antara buruh 

dengan pengusaha emping yaitu menggunakan sistem upah potongan, karena 
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Ekowahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, Hukum Ketenagakerjaan, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h.122. 
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sistem upah potongan ini hanya dapat ditetapkan pada pekerjaan yang dapat 

diukur menurut ukuran tertentu misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, 

jumlah luasnya dari apa yang telah dikerjakan,
93

 dan sistem pemberian upah di 

Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dapat dikategorikan 

dalam upah khusus, karena bekerja pada pengusaha tertentu dan hanya diikat 

oleh upah yang didasarkan atas hasil kerjanya, karena upah yang diberikan 

kepada buruh emping ini dihitung berdasarkan jumlah berat dan kwalitasnya, 

semakin banyak beratnya emping yang disetorkan maka upah yang akan 

didapatkan semakin banyak. 

Skala upah dan struktur upah sangat bermanfaat terhadap kestabilan 

upah, baik untuk jangka waktu menengah maupun jangka panjang serta 

memenuhi rasa keadilan.
94

 Masalah upah ini sangat penting dan berdampak 

sangat luas bagi masyarakat. Upah pekerja akan berdampak pada kemampuan 

daya beli yang akhirnya mempengarui standar kehidupan pekerja dan 

keluarganya, bahkan masyarakat umum. Di samping itu, ketidakadilan 

terhadap golongan pekerja akan menyebabkan kekacauan dan menimbulkan 

aksi terhadap sekelompok buruh berupa pemogokan kerja dan kwalitas dari 

suatu produksi menjadi tidak terkontrol. 

Melakukan pengupahan yang sesuai menurut hukum Islam, seseorang 

harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat 

pengupahan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang dilakukan menjadi 

sah dan tidak batal. Sama halnya dalam akad jual beli, ijārah dan lainya, 
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 Iman Soepono, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Jambatan, 1992) h.133. 
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Dalam pengupahan buruh emping ini juga ada beberapa syarat yang 

harus terpenuhi,  diantara syarat-syarat pengupahan (ujroh) tersebut, yaitu:  

e. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah pekerjaan yang mubah. Karena 

pekerjaan membuat emping ini mubah maka akad ini boleh-boleh saja. 

Tidak sah transaksi pengupahan (ujroh) pada sesuatu yang tidak mubah, 

seperti khamar.
95

 

f. Upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukuranya karena 

upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi 

pengupahan, akan tetapi disini, pada praktiknya pengupahan buruh emping 

yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang 

upah tidak dijelaskan diawal secara rinci berapa perkilonya (kg) upah yang 

akan diterima oleh buruh ketika pekerjaanya telah selesai. 

g. Upah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta pekerjaan 

(pemberi upah). 

h. Pekerja menyelesaikan yang diminta dalam perjanjian kerja dan 

menyerahkanya kepada yang menyuruhnya. 

Untuk sahnya suatu akad dalam pengupahan harus dipenuhi beberapa 

syarat yang berkaitan dengan Aqidain, Shighat, Pekerjaan dan upah. Syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Persetujuan kedua belah pihak (aqidain) 

Sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam 

surat An-Nisa (4) ayat 29: 
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اٍَاََٰٚ أَُّٚٓبَ ااْالَااءَايَُُٕااْاٱنزَِٚ  ٕ نكَُىارأَۡكُهُ ََٰٕ ُكَُىاأيَۡ ۡٛ طِماِاثَ اٌَاأٌَاإلَِ ااثٱِنۡجََٰ شَحًااركَُٕ ُكُىاۡۚارشََاض ااعٍَارجََِٰ ايِّ

لَا ااْأَ  ٕ اٌَاأََفغَُكُىاۡۚارمَۡزهُُ اٌَاٱلَلَّااإِ باثكُِىاۡاكَب ًٗ  ا٦٧اسَحِٛ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepadamu.
96

 

 

Berkaitan dengan aqidain, disyaratkan baligh, mumayiz, berakal 

sehat, cakap hukum, dan saling merelakan. Berkaiatan dengan ujroh, orang 

yang memberikan upah dalam hal ini yaitu pengusaha di sebut mu‟jir. 

Orang yang menerima upah (buruh)  karena telah melakukan pekerjaan di 

sebut musta‟jir. 

2. Objek akad (pekerjaan/amal) 

Objek akad yang di maksud yaitu pekerjaan harus jelas, sehingga 

tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (pekerjaan) tidak 

jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad perjanjian kerja 

tidak sah, karena dengan demikian pekerjaan tersebut tidak bisa 

diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. 

3. Shighah 

Yang dimaksud dengan shighah transaksi perjanjian kerja adalah 

sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta‟aqidain (dua 

pihak yang melakukan transaksi), yakni berupa lafal atau sesuatu yang 

mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal 

ungkapan. 
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Sama halnya dengan teori hukum Islam praktik perjanjian kerja 

(konsep ijārah) yang terjadi di Desa Candirejo antara pengusaha emping 

dengan buruhnya, sighat atau ijab qobul terjadi dengan perbuatan 

menyerahkan melinjo yang akan dibuat menjadi emping setelah di timbang 

berapa berat melinjo tersebut dan dicatat ke dalam buku kecil yang 

menjadi pegangan oleh buruh saat pengambilan dan penyetoran. Perbuatan 

saling serah terima inilah yang mewakili ijab qobul meskipun tidak 

dilafalkan. 

4. Upah (ujroh) 

Upah yang telah dijanjikan oleh pengusaha (mu‟jir) dan biasanya 

di sebut dengan ujroh. Ujroh disyaratkan harus berupa sesuatu yang 

memiliki nilai materi (maliyyah), diketahui (ma‟lum) secara nominal 

(qodriyyah) bukan secara persentase (juz‟iyyah), dan mampu diserah-

terimakan. 

Ujroh disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 

dalam sayembara maupun dalam upah-mengupah. Upah adalah sesuatu yang 

wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia 

dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli 

boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijārah. Upah/pembayaran harus 

diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, 

barang-barang yang dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, 

dan ukurannya. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa sistem 

pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang belum 
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sesuai dengan pengupahan (ujroh) dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan, 

tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian kerja (ijārah) dalam hukum Islam 

seperti yang dipaparkan di atas. Dalam praktiknya pengusaha emping dalam 

hal ini tidak memberitahukan diawal akad berapa upah yang akan diberikan 

kepada buruh ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaanya. Buruh akan 

mendapatkan upah ketika pekerjaanya telah selesai dan upah buruh yang satu 

dengan buruh yang lain sering tidak sama. Karena upah merupakan hak buruh 

dan bisa dikatakan bahwa pengusaha emping wajib memberitahu berapa upah 

yang akan diberikan sebagai imbalan yang akan diterima buruh. Agar tidak 

terjadi salah paham antara pengusaha dengan buruh emping, karena tidak 

diketahuinya upah bisa menghilangkan maksud dari akad.
97

 

Di dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus tentang 

besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh. Namun pada prinsipnya 

upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan 

kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian 

yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan 

dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali 

terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara 

tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut di Desa Candirejo Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang pengusaha emping memberikan upah kepada 

buruh atau pekerja dengan tidak memberitahukan berapa upah yang akan 

dibayarkan ketika pekerjaanya nanti teleh selesai. Sebagaimana hadits riwayat 

Ibnu „Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu „alaihi 

wa sallam bersabda: 

ا  ًَ ًَ اّللُّ عَنْهُ رَرَضِ ًَ ٍِ عُ ٍِ ابْ ٍْوِ وَسَهَّىَ: وَعَ قاَلَ: قاَلَ رَسُىْلُ اّللِّ صَهَّى اّللُّ عَهَ

ٍْرَأجَْرَهُ قبَْمَ أٌَ ٌجَِفَّ عَرَقوُُ   أعَْطُىْاألَْْجَِ

Artinya:“Dari Ibnu „Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. 

Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum 

keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)”
98

 

 

Berdasarkan hadits di atas sudah jelas bahwa kwajiban seorang 

pengusaha ialah untuk segera membayarkan atau memberikan upah kepada 

buruh atau pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaaanya. Dalam praktiknya 

meskipun menurut penulis antara pengusaha dan buruh tidak terdapat akad 

yang menyepakati berapa besar upah yang akan di terima oleh buruh ketika 

buruh telah menyelesaiakn pekerjaanya. Akan tetapi, mereka lebih menyukai 

sistem pengupahan yang seperti ini karena sewaktu-waktu upah yang di 

peroleh akan jauh lebih besar dari yang diharapakan, walaupun tidak menutup 

kemungkinan harus menanggung resiko kecewa karena upah yang di terima 

bisa saja akan lebih sedikit dari yang diprediksikan oleh buruh. 

Pengupahan yang tidak tetap seperti ini, terkadang memperoleh hasil 

yang banyak terkadang justru sebaliknya. Apalagi kalau melinjo yang akan 
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dijadikan emping besar-besar dan klatak (melinjo yang bantat dan sangat sulit 

untuk dipipihkan) sedikit, maka upah yang akan didapatkan oleh para buruh 

emping menjadi semakin banyak pula. Meskipun nampaknya pengupahan ini 

seperti pengupahan yang spekulatif karena upah didasarkan pada hal yang 

masih belum jelas perolehannya, akan tetapi masyarakat Desa Candirejo sudah 

melakukanya selama bertahun-tahun. 

Jika ditinjau lebih dalam, sistem pengupahan buruh emping yang 

terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ini belum 

sesuai dengan prinsip pengupahan dalam Islam, artinya akad yang terjadi 

antara pengusaha dan buruh hukumnya batal dikarenakan tidak terpenuhinya 

syarat dan rukun ujroh dari akad ijārah belum tercapainya prinsip kelayakan 

dan kebajikan dengan baik. Dimana dalam konsep pengupahan dalam Islam 

mengenal tiga prinsip dalam pengupahan yaitu: keadilan, kelayakan dan 

kebajikan 

Prinsip keadilan yang mengandung makna jelas, transparan serta 

propoesional menunjukan bahwa upah ini tergolong sudah adil, sebab 

penentuan upah ditentukan pada kuwalitas emping yang disetorkan seperti 

tingkat kerapian, kekeringan dan jumlah beratnya. 

Prinsip kedua adalah kelayakan yang menuntut upah harus 

memenuhi kebutuhan pokok buruh. Pada kenyataanya, upah yang diterima 

buruh tergolong rendah sehingga kebutuhab pokok mereka tidak tercukupi 

dengan baik. 
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Prinsip yang ketiga adalah kebajikan yang menuntut buruh emping 

berhak mendapatkan bonus atau tunjangan-tunjangan lain. selain THR di 

sini biasanya pengusaha emping setiap lebaran (hari raya idul fitri) 

memberikan bonus kepada buruh berupa sarung, jarik dan sambako. 

Meskipun berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa 

sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang 

belum sesuai dengan pengupahan (ujroh) dalam hukum Islam. Hal ini di 

karenakan, tidak terpenuhinya syarat-syarat ujroh dalam hukum Islam 

seperti yang dipaparkan di atas. Oleh sebab itu, berdasarkan konsep 

hukum dalam islam ketika suatu akad terjadi namun ada syarat atau rukun 

yang tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi batal atau dalam sistem 

pengupahan buruh emping di desa Candirejo dihukumi batal. Meskipun 

dalam praktiknya menurut penulis antara pengusaha dan buruh tidak 

terdapat akad yang menyepakati berapa besar upah yang akan diterima 

oleh buruh ketika buruh telah menyelesaiakan pekerjaanya. Akan tetapi, 

mereka lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini karena 

sewaktu-waktu upah yang diperoleh akan jauh lebih besar dari yang 

diharapakan, walaupun tidak menutup kemungkinan harus menanggung 

resiko kecewa karena upah yang di terima bisa saja akan lebih sedikit dari 

yang diprediksikan oleh buruh dan nampaknya pengupahan ini seperti 

pengupahan yang spekulatif karena upah didasarkan pada hal yang masih 

belum jelas perolehannya, akan tetapi masyarakat Desa Candirejo sudah 

melakukanya selama bertahun-tahun, meskipun dalam lubuk hati paling 
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dalam sedikit merasa terpaksa, namun harus bagaimana lagi, karena 

pengupahan buruh emping  ini merupakan salah satu cara untuk 

menunjang kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak. Selain itu juga, 

pelaksanaan upah sewa dalam sistem pengupahan buruh emping sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan kebiasaan bisa dijadikan 

dasar penetapan suatu hukum, sebagaimana dalam kaidah fiqhnya yang 

berbunyi: 

ت   ًَ  انَْعَادَةُ يُحَكَّ

  “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”
99

 

 

Hal ini senada dengan sebagian para ulama setempat yang 

berpendapat bahwa sistem pengupahan buruh emping ini sudah terjadi 

berulang-ulang dari generasi ke generasi dan sudah menjadi hal yang 

lumrah di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan 

dianggap mengandung banyak maslahah. Meskipun dalam teori ju‟alah 

ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yaitu upah tidak dijelaskan di 

awal akad berapa yang akan diberikan oleh pengusaha emping kepada 

buruh ketika buruh telah menyelesaiakn pekerjaanya. Akantetapi kondisi 

masyarakat setempat khususnya para pihak yang menjadi buruh emping 

membutuhkan pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu lahirlah kaidah fiqh yang 

membolehkan praktik ini dilakukan. Berikut adalah penjelasan kaidah 

yang menyatakan bahwa: 

 انحجاث حنىسّل ينسنج انضرورة
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 „‟Hajat ditempatkan pada tempat dharurat‟‟
100

 

Kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa, hukum Islam sebenarnya 

tidak kaku dalam memberikan justifikasi hukum atas suatu persoalan yang 

terjadi. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan serta tidak 

menyulitkan bagi umatnya untuk melakukan tindakan yang baik, 

sebagaimana firman Allah swt, dalam surat al-Baqarah (2): 185 yang 

berbunyi: 

ايَباْذََىَٰااٚشُِٚذاُ َٰٗ نزِكَُجِّشُٔاْاٱلَلّاَعَهَ َٔ هُٕاْاٱنۡعِذَحاَ ًِ نزِكُۡ َٔ لَاٚشُِٚذُاثِكُىُاٱنۡعُغۡشَا َٔ ىۡاكاُٱلَلّاُثِكُىُاٱنۡٛغُۡشَا

ا ٌَ نعََهكَُىۡارشَۡكُشُٔ ا٩٨٤َٔ  

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan 

bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
101

 

 

Dalam bermuamalah, pertimbangan kemaslahatan ini sangat 

dijunjung tinggi sebagaimana konsep Islam yang sering disebut dengan 

maqasid al-syari‟ah. Konsep ini menjelaskan bahwa, tujuan utama Allah 

menurunkan hukum-hukum-Nya adalah untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan baik di dunia 

maupun di akhirat agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.  

Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-

tengah kehidupan masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang 

objektif. Kemudian harus dicari pokok permasalahan yang ada, mengapa 

sampai terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam 
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menjastifikasi hukum atas permasalahan yang ada. Karena pada dasarnya 

persoalan yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya 

sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja. 

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariat untuk 

umat manusia. Apalagi dalam urusan muamalah, pertimbangan 

kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi sebagaimana konsep Islam yang 

sering disebut dengan maqasid al-syari‟ah. Dalam konsep ini dijelaskan 

sebagaimana yang dikutip Amir Mua‟lim dan Yusdani dalam bukunya 

menjelaskan bahwa, tujuan utama Allah menurunkan hukum-hukum-Nya 

adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek 

kehidupan baik di dunia maupun di akhirat agar terhindar dari berbagai 

bentuk kerusakan. Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus 

mengarah kepada terealisasinya dan terwujudnya hukum yang di sebut 

dengan maslahah yaitu terwujudnya dan terpeliharanya lima hal pokok, 

yang meliputi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
102

 

Aspek maslahah yang ada dalam sistem pengupahan buruh emping 

terkhusus bagi para pihak yang melakukan praktik tersebut secara umum 

ialah sebagai penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup 

(ekonomi), membiayai pendidikan anak, serta membuka lapangan 

pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga kalangan bawah (kurang mamapu). 

Dari beberapa kemaslahatan yang ada dalam praktik tersebut, maka dapat 

dijadikan pertimbangan hukum untuk menentukan kebolehanya sistem 
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pengupahan buruh emping yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem 

pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh buruh 

dengan pengusaha emping yaitu dengan manggunakan sistem setor. Sistem 

setor merupakan perbuatan saling menyerahkan antara buruh dengan 
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pengusaha emping, dimana buruh menyerahkan hasil pekerjaanya setelah 

beberapa hari untuk mendapatkan upah dari pengusaha sekaligus mengambil 

kembali melinjo yang akan dijadikan sebagai emping.  Menurut penulis sistem 

upah yang digunakan antara buruh dengan pengusaha emping yaitu 

menggunakan sistem upah potongan dan praktik pengupahan di Desa 

Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dapat dikategorikan dalam 

upah khusus. Berdasarkan tinjauan hukum Islam menunjukan bahwa, upah 

buruh emping melinjo yang ada di Desa Candirejo jika dilihat dari rukunnya 

sudah terpenuhi. Namun jika dilihat dari syaratnya, ada syarat belum sesuai 

dengan upah (ujroh) dalam hukum Islam khususnya dalam masalah ijārah. 

Dalam arti lain sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo 

hukumnya batal. Meskipun demikian upah yang diperoleh buruh emping di 

desa tersebut mengandung banyak kemaslahatan terkait keadaan yang 

dibutuhkan para buruh. Karena bekerja dengan sistem upah buruh emping ini 

merupakan salah satu cara untuk menunjang kebutuhan hidup. Selain itu juga, 

pelaksanaan upah dalam sistem pengupahan buruh emping sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat setempat, dan kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan 

suatu hukum. Oleh karena itu, praktik ini boleh dilakukan dengan adanya 

pertimbangan kemaslahatan. 

B. Saran-Saran 

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh 

kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa 
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Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”. Maka selanjutnya penulis 

akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi para pengusaha, hendaknya apabila para pengusaha ingin 

memperkerjakan buruh maka beritahulah upah di awal akad diiringi 

kesepakatan antara pengusaha dan buruh dengan mempertimbangkan 

kesejahteraan buruh yang sesuai dengan syariat. 

2. Bagi buruh, hendaknya melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin 

walaupun pekerjaan membuat emping ini merupakan pekerjaan 

sambilan/sampingan yang dapat dikerjakan kapan saja tanpa terikat batas 

waktu agar pengusaha tidak merasa dirugikan.  

3. Bagi pejabat desa, perlunya campur tangan serta  pengawasan yang ketat 

dari dinas desa yang terkait agar proses pengupahan yang terjadi di tengah 

masyarakat lebih terjamin keadilannya sehingga antara pengusaha dan 

buruh tak ada perselisihan yang muncul dan lebih sejahtera dalam kegiatan 

setor emping tersebut. 

 

C. Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena 

hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai 

persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum ekonomi Islam. Namun harap 

untuk bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap 

insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat 

sempurna. Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak 
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mampuan,dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutuptutupi. Selanjutnya 

hanya kepada Engkaulah “Ya … Allah” penulis Tawakal dan berdo‟a dengan 

penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi 

penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga 

skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah keIslaman bagi kita 

semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang 

selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju 

masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis 

ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR PERTANYAAN 

Pertanyaan untuk buruh 

1. Sudah berapa lama anda menjadi buruh membuat emping? 

2. Mengapa anda memilih menjadi buruh membuat emping? 

3. Apakah anda memiliki pekerjaan lain selain menjadi buruh pembuat 

emping ? 
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Pertanyaan untuk pengusaha emping 

1. Mengapa anda memilih desa ini sebagai tempat sebagai cabang dari usaha 

emping melinjo ? 

2. Bagaimana pendapat anda dengan buruh yang berada di desa ini ? 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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